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TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

bahwa dalam rangka menghadapi laju pertumbuhan
penduduk yang cepat dan upaya peningkatan kualitas
penduduk maka diperlukan adanya suatu arah kebijakan
pengendalian, pengembangan dan peningkatan kualitas
kependudukan Kabupaten Aceh Timur;

bahwa arah kebijakan pembangunan kependudukan
Kabupaten Aceh Timur harus sinergi dan menjadi bahan
rujukan bagi dokumen perencanaan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tanggung
jawab Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan
perkembangan  kependudukan dan = pembangunan
keluarga di kabupaten/kota diatur dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Qanun tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan Kabupaten Aceh Timur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunah  Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan  Kependudukan dan  Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan  Kependudukan dan  Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah  Aceh
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Nomor 38);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 5);
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

Menetapkan :

dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas
Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten.

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan
sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian
kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga,
penataan  persebaran dan = pengarahan  mobilitas
penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
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Grand Design Pembangunan Kependudukan yang
selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan
yang dituangkan dalam program 20 (dua puluh) tahun
pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Timur
untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,
penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta
lingkungan penduduk setempat.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan
pindah tempat tinggal.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek
fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial,
ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran
dasar untuk mengembangkan kemampuan dan
menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa,
berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup
layak.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang
sehat.

Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk
secara keruangan.

Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata
persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung
alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.

Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk
dengan melewati batas wilayah administrasi
pemerintahan.

Pengarahan  mobilitas penduduk  adalah  upaya
mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi,
selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
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Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil
pada instansi pelaksana.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan
terencana di segala bidang untuk menciptakan
perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan
dengan daya tampung alam dan daya tampung
lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang
tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan
generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan
bangsa.

Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam
beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang
perikehidupan manusia serta makhluk lain secara
berkelanjutan.

Daya  tampung lingkungan adalah kemampuan
lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi
perikehidupan penduduk.

Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan
manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda
untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat
secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
Lembaga Nonpemerintah adalah lembaga-lembaga swasta
yang didirikan oleh orang/badan dan mempunyai struktur
kepengurusan yang jelas serta pendiriannya telah
disahkan oleh instansi yang berwenang.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

Arah kebijakan GDPK Kabupaten, adalah:

a.

b.

pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan
hak asasi sebagai prinsip utama,;

pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi
semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat,
daerah maupun masyarakat;

pembangunan kependudukan menempatkan penduduk
sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk
sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek)
pembangunan;

pembangunan kependudukan merupakan bagian dari
usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; dan
pembangunan kependudukan menyediakan data dan
informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

GDPK Kabupaten, bertujuan untuk:

a.

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui
pengendalian kuantitas penduduk yang berkaitan dengan
jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta
persebaran penduduk;

mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk
sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka
kelahiran, penurunan angka kematian ibu dan anak, dan
pengarahan mobilitas penduduk;

mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan
lingkungan melalui pengarahan mobilitas penduduk serta
pengelolaan urbanisasi;

mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera,
sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan
berkesetaraan gender serta mampu merencanakan
sumber daya keluarga; dan

terwujudnya data dan informasi kependudukan yang
akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi
melalui pengembangan sistem informasi data
kependudukan.

Pasal 4

GDPK Kabupaten disusun untuk jangka waktu 2015-2035
yang merupakan dokumen perencanaan kabupaten dan tidak
terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

Sasaran dari GDPK Kabupaten, adalah:

a.

terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan
yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk
meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai
pembangunan berkelanjutan;

pencapaian windows of opportunity melalui pengendalian
kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka
kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan
mobilitas penduduk;

keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial,
ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan
sumber daya keluarga secara optimal; dan

pembangunan database kependudukan melalui
pengembangan sistem informasi data kependudukan yang
akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Dokumen GDPK kabupaten, terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN
ACEH TIMUR SAAT INI
BAB III : KONDISI YANG DIINGINKAN
BAB IV : POKOK-POKOK PEMBANGUNAN
BAB V : ROADMAP
BAB VI : PENUTUP
Pasal 7

Dokumen GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(1)

BAB IV
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 8

Pelaksanaan GDPK Kabupaten dikoordinasikan oleh Tim
Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program,
pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK
Kabupaten.

Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan
penyusunan kebijakan dan program GDPK Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Kabupaten memperhatikan kebijakan
dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi
serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 9

(1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten, paling

sedikit terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Keanggotaan Tim  Koordinasi Pelaksanaan GDPK
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas unsur Pemerintah Kabupaten dari Perangkat Daerah
Kabupaten terkait dan lembaga nonpemerintah terkait
serta pihak lain yang dipandang perlu.



BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Aceh Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Timur (Berita
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 35), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB
Diundangkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd
M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (9/135/2019);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
. ACEH)TI

L M&ETHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001



